BAB I

TINJAUAN UMUM TENTANG GUGATAN

A. Pengertian Gugatan

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan m@engardata
yang terjadi diantara anggota masyarakat, salahpshtk yang bersengketa
harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepadeagitary Para pihak
yang dilanggar haknya dalam perkara perdata dis@euiggugat yang
mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujkkpada pihak yang
melanggar (tergugat) dengan mengemukakan dudukagger@ositg dan
disertai dengan apa yang menjadi tuntutan pengdpegtitun).

Surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempusayaitujuan ialah
menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidangdgie, sedangkan
dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk peesteh perlindungan
hukum dengan bantuan Penguasa, suatu tata caranyamgandung suatu
tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluramasayang sah, dan dengan
suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjsaknya" atau

kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya.

! Gatot Supramondiukum Pembuktian di Peradilan AganBandung: Alumni, 1993, Hal.
14.

2 John Z., LoudoeBeberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara DaRuaktek
Jakarta: PT Bina Aksara, 1981, Hal. 162-163.
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Gugatan merupakan suatu perkara yang menganduiggesenatau
konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusian penyelesaian
pengadilart.

Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutak yaitu
tindakan yang bertujuan memberikan perlindungangydiberikan oleh
pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakinirséeigenrichting.*

Sementara itu, menurut Darwin Prinst yang dikutghd.ilik Mulyadi
menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permoharan disampaikan
kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, enanguatu tuntutan
terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa mertatat cara tertentu oleh
pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhgdgptan tersebdit.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bagatan adalah
suatu permohonan atau tuntutan hak yang disamp&i&pada Pengadilan
yang berwenang terhadap pihak lain agar diperiksaua dengan prinsip
keadilan terhadap gugatan tersebut. Ketika sebughtgn sampai di depan
sidang pengadilan, maka di situ selalu ada pihalggegat, tergugat dan

perkara yang disengketakan.

% Cik Hasan BisriPeradilan Agama di Indonesidakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998,
Hal. 229.

* Sudikno MertokusumoHukum Acara Perdata Indonesi& ogyakarta : Liberty. 2002,
Hal. 52.

® Mulyadi, Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdatiakarta: Djambatan, 1996,
Hal. 15-16
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B. Jenis-Jenis Gugatan
Dalam perkara perdata terdapat dua jenis gugai@madganya:
1. Gugatan PermohonaW¢luntair)
Gugatanvoluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan
dalam bentuk permohonan. Sebagaimana selvafantair dapat dilihat
dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-UndanglBldlahun 1970
(diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) gaenyatakan:
“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepadaddm-badan

perdilan mengandung pengrtian di dalamnya penyé&@smasalahyang
bersangkutan dengan yuridiksi voluntair”

Ciri-ciri gugatanvoluntair diantaranya adalah:
a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepsieakata.
b. Gugatan atau permohonan ini adalah tanpa sengketa.
c. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditagkagai lawan.
d. Para pihak disebut Pemohon dan Termohon.

2. Gugatan Contentiu$

Gugatancontentiousadalah suatu permasalahan perdata yang
berbentuk gugatan. Dalam penjelasan pasal 2 aydr{dang-Undang
No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang 3%o.Tahun
1999), tugas dan wewenang peradilan selain meneumgatarvoluntair
namun juga menyelesaikan gugatamtentious

Ciri-ciri gugatancontentiouddiantaranya adalah:

5Mm. Yahya HarahapHukum, Acara Perdatalakarta: Sinar Grafika, 2008. Hal. 28-137
" Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PeragadBuku Il, MA RI: Jakarta,
April 1994, hal. 110
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a. Masalah yang diajukan adalah penuntutan suatu hek sengketa
antara seseorang atau badan hukum dengan sesexieandpadan
hukum yang lain.

b. Adanya suatu sengketa dalam gugatan ini.

c. Terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut eéisdalam gugatan
ini.

d. Para pihak disebut penggugat dan tergugat.

C. Bentuk Gugatan

Tiap-tiap orang proses perdata, dimulai denganukiejnya surat
gugatan secara tertulis bisa juga dengan lisan kamydian ditulis kembali
atas pemintaan Ketua Pengadilan Agama kepada panjite Gugatan secara
lisan ialah bilamana orang yang hendak menggugatdak pandai menulis
yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama ddkaenah hukum orang
yang hendak digugat itu bertempat tinggal.

Selanjutnya untuk lebih jelasnya mengenai bentugatan perdata
yang dibenarkan undang-undang dalam praktik, dagataskan sebagai

berikut :

8 Elise T. Sulistini dan Rudy T ErwiRetunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara
Perdat, Jakarta: Bina Aksara, Cet. Il, 1987, Hal. 17.
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a. Bentuk Lisan

Pasal 120 HIR/144 R.Bg menyatakan bilamana pengdimk
dapat menulis, maka gugatan dapat diajaukan setisaa kepada ketua
Pengadilan. Ketua Pengadilan tersebut membuatacattu menyuruh
mebuat catatan tentang gugatan itu. Dan dalam Ri8ugyatakan bahwa
gugatan secara lisan, tidak boleh dilakukan oteh@yang dikuasakah.

Tujuan memberikan kelonggaran mengajukan gugatzaradisan,
untuk membuka kesempatan kepada para rakyat pedatilan yang
buta aksara membela dan mempertahankan hak-halvigaghadapi
kasus yang seperti ini fungsi pengadilan untuk nestkn bantuan
sebagaimana yang digariskan dalam pasal 119 HiRpatsal 143 ayat 1
R.Bg jo. Pasal 58 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989. Data@mberi bantuan
memformulasikan gugat lisan yang disampaikan, kemrgadilan tidak
boleh menyimpang dari maksud dan tujuan yang dikedid penggugat

Untuk menghindari hal di atas, maka hakim atau waga
pengadilan yang ditunjuk oleh ketua pengadilan rdakmerumuskan
gugatan lisan dalam bentuk surat gugatan dapatkssiakan langkah-
langkah berikut, yaitu: mencatat segala kejadian paristiwa sekitar
tuntutan yang diminta oleh penggugat, kemudian maskan dalam surat
gugatan yang mudah dipahami; gugatan yang telaimdskan dalam

sebuah surat gugatan itu dibacakan kepada pengadéah segala hal

® M. Fauzan,Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradailan Agama t#ahkamah
Syari’ah di IndonesiaJakarta: Kencana, Cet.ll, 2005, Hal. 13.

9 yahya Harahagedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan AgamaN#U7 Tahun
1989 Edisi ll, Jakarta: Sinar Grafiak, Hal. 188
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yang menjadi sengketa dan tuntutan telah sesuagaderkehendak
penggugat; apabila sudah sesuai dengan kehendglumat, maka surat
gugatan itu ditandatangani oleh hakim atau peggvesmigadilan yang
merumuskan gugatan tersebtt.

b. Bentuk Tertulis

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dakmtuk

tertulis. Hal ini ditegaskan dalam pasal 118 agatHIR yang menyatakan
bahwa:
“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama maskikasaan pengadilan
negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaag gé#andatangani
oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal, k2pada ketua
pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugtgrbpat diam atau jika
tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebga.™?

Mengenai gugatan tertulis selain dijelaskan dalamR, Huga
dijelaskan dalam R.Bg pasal 142 ayat (1) yang mekga bahwa:
“Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama gaergadi wewenang
pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau séseorang kuasanya
yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan dalaal @43, dengan suatu
surat permohonan yang ditandatangani olehnya dé&tu kuasa tersebut
dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeriry@mguasai wilayah
hukum tempat tinggal tegugat, atau jika tempagainya tidak diketahui
di tempat tinggalnya yang sebenarni/é."

Menurut kedua pasal di atas, gugatan perdata rdinuasukkan

kepada Pengadilan dengan surat permintaan yangdditngani oleh

penggugat atau kuasanya.

1 Abdul Manan,Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PeeadiAgama
Jakarta: Yayasan Al hikmah, 200, hal. 24

12 Ropaun Rambedukum Acara Perdata Lengkapakarta: Sinar Grafika, Cet. Ill, 2004,
Hal. 241.

13 |bid, Hal. 191.
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D. Prinsip-Prinsip Gugatan
Dalam praktek di peradilan, tidak ada pedoman yaaku tentang
teknik menyusun gugatan, hal ini disebabkan kabamyaknya perkara yang
berbeda-beda dan selera penggugat atau kuasa gebhgtlam menyusun
surat gugatan. Oleh karena itu, Hukum Acara Perdaaganut beberapa
prinsip dasar dalam menyusun gugatan, hal ini diak karena tidak semua
konflik dapat diajukan ke muka pengadilan. Berikoit beberapa prinsip
dasar dalam menyusun gugatan perdata, Yaitu:
a. Harus Ada Dasar Hukum
Menyusun surat gugatan bukan hanya sekedar untukcarie
perkara saja. Membuat gugatan kepada seseorang teatebih dahulu
diketahui dasar hukumnya. Gugatan yang tidak adardaukumnya sudah
pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengaditarena dasar
hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang dibydi Selain itu,
dasar hukum dalam gugatan yang diajukan kepadaapéag harus
dicantumkam karena mempunyai hubungan yang samgat dengan
masalah-masalah dalam persidangan, terutama hghkhgl berhubungan
dengan jawab menjawab, membantah jawaban lawampetahuktian.
Kemudian dalam mempertahankan dalil gugatan di ndala
persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau nmeahbsaaja, tetapi
kesemuanya itu haruslah didukung oleh dasar hukang kuat dalam

mempertahankan dalil gugatan, dan ini sangat membaakim dalam

4 Abdul MananPenerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan PeeadihgamaHal.
18.
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upaya menemukan hukunieay making dalam memutus perkara yang
diajukan kepadanya. Dasar hukum ini dapat berupatyran perundang-
undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dabiksaan yang sudah
diakui sebagai hukum.

b. Adanya Kepentingan Hukum

Syarat Mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adatidmya
kepentingan hukum secara langsung. Jadi tidak psetiang yang
mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatambjlapga&pentingan
itu tidak langsung dan melekat pada dirinya. Olaheka itu, sebelum
gugatan disusun dan diajukan kepada pengadilarebtierl dahulu
dipikirkan dan dipertimbangkan, apakah penggugdulberang yang
berhak mengajukan gugatan. Kalau ternyata tidalhakermaka ada
kemungkinan gugatannya tidak akan diterima.

Hal ini juga dipertegas oleh Sudikno Mertokusumonga
menyatakan bahwa suatu tuntutan hak harus mempk@@entingan
hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuktddiperimanya
tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperikgmint d’interest point
d’action. Itu tidak berarti bahwa tuntutan hak yang adaeképgan
hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal nmasih tergantung
pada pembuktian. Mahkamah Agung dalam putusannyggéh 7 Juli
1971 No.294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatanshdiajukan

oleh orang yang mempunyai hubungan huktim.

15 sudikno Mertokusumdslukum Acara Perdata Indonesidal 53



22

c. Merupakan Suatu Sengketa

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PengaAimma
adalah mengadili perkara yang mengandung tuntugknperdata yang
bersifat sengketa. Pengertian perdata sebenarryh leas daripada
sengketa, dengan kata lain sengketa itu adalahgaigmadari perkara,
sedangkan sengketa itu belum tentu perkara. Dakangestian perkara
tersimpul dua keadaan yaitu ada perselisihan afak tada perselisihan.
Dalam perselisihan ada sesuatu yang diperselisilkandipertengkarkan
serta yang disengketakan, ia tidak dapat meny&kmsasendiri masalah
tersebut, melainkan penyelesainnya perlu lewat gditan sebagai
instansi yang berwenang. Sedangkan tidak ada s#hsel artinya tidak
ada yang disengketakan, yang bersangkutan tidakin@dimputusan
pengadilan melainkan hanya penetapan saja darmhsdfingga mendapat
kepastian hukum yang harus dihormati dan diakuh ddemua pihak.
Tindakan hakim yang demikian disebjrisdictio volutaria seperti
permohonan ditetapkan sebagai ahli waris yangpatetapan wali adhal,
istbat nikah. Pengadilan dibenarkan memeriksa pankang bersifat tidak
ada perselisihan Jgridictio Voluntarig itu hanya kalau peraturan
perundang-undangan memberikan kewenangan untuk eatesaykan
perkara tersebut, jika tidak ada peraturan perupdandangan yang
mengaturnya maka pengadilan dilarang untuk mergéims perkara

tersebut.
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Sehubungan dengan hal di atas, gugatan yang digjk&pada
pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan pers@ak itu telah
menyebabkan kerugian pihak penggugat, sehinggau pdidelesaikan
melalui pengadilan sebagai instansi yang berwedangidak memihak.

. Dibuat dengan Cermat dan Terang

Gugatan secara tertulis harus disusun dalam suigdtgn yang
dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukecara demikian
maka akan mengalami kegagalan dalam sidang peagadiurat gugatan
tersebut harus disusun secara singkat, padat, damcakup segala
persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tid&h bobscuur libel,
artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pitygk obyek
sengketanya, dan landasan hukum yang dipergunakasetyagai dasar
gugatan.

. Memahami Hukum Formal dan Material

Penguasaan hukum formal sangat berguna di dalanyusem
gugatan karena menyangkut langsung hal-hal yangubengan dengan
kompetensi pengadilan, misalnya kepada pengadilanamgugatan
diajukan, bagaimana mengajukan gugatan rekopenservensi, dan
sebagainya. Disamping itu, hukum formal ini memm@inyjuan untuk
menegakkan hukum meteriil dalam sidang pengadiah karena itu,
hukum material juga harus dikuasai dengan baikndafenyusun gugatan,
karena hal itu sangat menentukan dikabulkannya ditmlaknya suatu

gugatan. Hukum material ini tidak saja menyangkuat-Hal yang
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berhubungan dengan peraturan perundang-undangapi jigga doktrin-
doktrin, teori-teori hukum, dan kebiasaan-kebiasaatm kehidupan

masyarakat yang sudah dianggap sebagai hukum yang tlipatuhi.

E. Formulasi Gugatan
Yang dimaksud dengan formulasi gugatan adalah pesam suatu
gugatan yang dianggap memenuhi syarat formal méerketentuan hukum
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.atSsyarat tersebut
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang wajib teram tercantum dalam
gugatan. Pada dasarnya tidak ada aturan yang rpkastéentang formulasi
atau isi gugatan. Akan tetapi, dengan perkembangaaktik, ada
kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yjelas posita dan
petitum sesuai dengasystemdagvaarding Berikut ini diantaranya hal-hal
yang harus dirumuskan dalam gugatan:
1. Ditujukan Kepada Pengadilan Sesuai Dengan KompeRaiatif
Gugatan, secara formal harus ditujukan dan dialeamakepada
pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif yasgpselalam Pasal 118
HIRY"
“(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertamaukn&gkuasaan
pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan sunahip@an yang
ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnyaumg pasal 123,
kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukuma sigpgugat

bertempat diam atau jika tidak diketahui tempabtiga, tempat tinggal
sebetulnya.

6 M. Yahya HarahapHukum, Acara Perdaténal. 51.
" pasal 118 HIR
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(2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereék tinggal di dalam

itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri diptantinggal salah

seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh perggu Jika tergugat-

tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagatapg utama dan
penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kéqedda pengadilan

negeri di tempat orang yang berutang utama dahssdorang dari pada
orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yatentlikan pada ayat 2
dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dahkamah serta
kebijaksanaan kehakiman (R.O.).

(3) Bilamana tempat diam dari tergugat tidak diketagi pula tempat

tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tgyautidak dikenal, maka
surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadégeri di tempat

tinggal penggugat atau salah seorang dari padaypgag atau jika surat
gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugatimhasukkan kepada
ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapaa&rkearang itu.

(4) Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukamats tempat

berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dagmhasukkan surat
gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalamatlabukum siapa
terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.”

Apabila gugatan salah alamat atau tidak sesuaiasiekgmpetensi
relatif:

a. Mengakibatkan gugatan mengandung cacat formal,ngagrgatan
disampaikan dan dialamatkan kepad pengadilan yenadh di luar
wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa damgawilinya.

b. Dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapatidit.

Diberi Tanggal

Ketentuan undang-undang tidak menyebut gugatan sharu
mencantumkan tanggal. Begitu jug halnya jika sgegatan dikaitkan
dengan pengertian akta sebagai alat bukti, Pa€t8 K&ab Undang-

undang Hukum Perdata yang menyatafkan

18 pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
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“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibudardabentuk yang
ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan gejaam yang
berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

maupun Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Pergatzg
menyatakat?:

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tanganaadakta yang
ditandatangani di bawah tangan, surat, daftart smsan rumah tangga
dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpaap&raan seorang
pejabat umum.

Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawakntagigamakan
pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernygaagnbertanggal
dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yhtugjuk undang-
undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempotlikenal
olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwakt telah
dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelabajpujempol tersebut
dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan peyainat bersangkutan.
Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut denghdang-undang
dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentamgnyataan dan
pembukuan termaksud.”

tidak menyebutkan tentang pencantuman tanggal p&tka tersebut,
namun demi menjamin kepastian hukum atas pembuatan
penandatanganan surat gugatan sebaiknyan dicamuankggal. Hal ini
terkait apabila suatu saat ada permasalahan temengndatanganan
gugatan yang berhubungan dengan tanggal maka beggeras

terselesaikan.

19 pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
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3. Ditanda Tangani penggugat Atau Kuasa

Penandatangan gugatan dengan jelas disebut sebggsit
formal suatu gugatan dalam Pasal 118 ayat 1 HI yeenyatakai:

“(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertamaukn&ekuasaan
pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan sunahim@an yang
ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnyaumg pasal 123,
kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukuma sigpgugat
bertempat diam atau jika tidak diketahui tempatroliga, tempat tinggal
sebetulnya.”

Apabila seseorang penggugat tidak mampu melakukan
penandatangan, maka tanda tangan bisa digantikegadecap jempol.
Menurut St. 1919-776 cap jempol atau cap ibu gargan bisa disamakan
dengan tanda tangahldndtekenin)y akan tetapi agar benar-benar sah
sebagai tanda tangan harus dipenuhi syarat yajiujerapol tersebut
harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dtatmkim, atau
panitera).

Apabila hakim menemukan cap jempol yang belum dlisiy
dalam surat gugatan, maka
a. Hakim menyatakan gugatan cacat formal, atas alesgafempol tidak

dilegalisir.
b. Hakim memerintahkan kepada yang bersangkutan umieilegalisir

dahulu.

' pasal 118 ayat 1 HIR
%L M. Yahya HarahapHukum, Acara Perdatahal. 53
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4. ldentitas Para Pihak
Penyebutan identitas dalam gugatan merupakan syamagal
keabsahan gugatan. Gugatan yang tidak menyebuitédepara pihak,
apalagitidak menyebutkan identitas tergugat, meslyledin gugatan tidak
sah dan dianggap tidak ada. ldentitas para pihalg yAsebut dalam
gugatan diantaranya adalah:
a. Nama lengkap
b. Umur
c. Agama
d. Pekerjaan
e. Alamat atau tempat tinggal.
5. Posita
Posita ataufundamental petendierarti dasar gugatan atau dasar
tuntutan Grondslag Van De L)$* Posita berisi tentang keadaan atau
peristiwva dan penjelasan yang berhubungan dengdwunhuyang
dijadikan dasar atau alasan gugatan.
Mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mpesan
posita ada dua teof®
a. Substantierings Theorie
Dalam teori ini dinyatakan, suatu gugatan tidakugukanya
menyebutkan dasar hukum yang menjadi tuntutan,pitelarus

disebutkan pula kejadian-kejadian nyata yang meuidalperistiva

22 sydikno Mertokusumddukum Acara Perdata Indonesidial. 35
% Jeremies LemelRenuntun Membuat Gugataviogyakarta: Liberty, 1993, Hal. 1
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hukum yang menjadi dasar gugatan itu dan menjdmits&@mbulnya
peristiva hukum tersebutF¢itelijke Grondeh Misalnya: bagi
penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, rsetenyebutkan
sebagai pemilik, ia juga diharuskan untuk membuaktikatau
menyebutkan asal-usul pemilikan benda tersebutalnyia, karena
membeli, warisan dan sebagainya.
b. Individualiserings Theorie

Sedangkan dalam teori yang kedua ini disebutkamatusu
gugatan cukup disebutkan kejadian-kejadian ataistpes-peristiwva
yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang memjasiar
tuntutan Rechts Grondeén tanpa harus menyebutkan dasar atau
sejarah terjadinya hubungan tersebut, karena hal dapat
dikemukakan dalam sidang-sidang yang akan datamg disertai
dengan pembuktian. Misalnya, bagi penggugat yanguntat suatu
benda miliknya, ia cukup menyebutkan sebagai pkmsiedangkan
pembuktian atau penyebutan asal-usul benda tersédaitdilakukan
dalam sidang di pengadilan.

Dalam pelaksanaannya kedua teori tersebut tidak diisah
dan berdiri sendiri-sendiri. Sehubungan dengan gosita yang

dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua Ghsur:

%M. Yahya HarahapHukum, Acara Perdatajal. 58
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a. Dasar hukum
Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubumdam
anatara penggugat dengan materi dan atau objek yang
disengketakan, dan antara penggugat dan tergudatita® dengan
materi atau objek sengketa.
b. Dasar fakta
Memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atatiwa yang
berkaitan langsung dengan atau berhubungan hukug tgajadi
antara penggugat dengan materi atau objek perkan@un dengan
pihak tergugat dan penjelasan fakta-fakta yangskamg berkaitan
dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang &afalil
penggugat.
6. Petitum
Syarat formulasi gugatan yang lain adalpétitum Petitum
adalah tuntutan yang diminta oleh penggugat agkabdikan oleh
hakim. Bagian ini berisi pokok tuntutan penggugearuba diskripsi yang
jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatdangral-hal apa saja
yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang dibedrankepada

tergugat.
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Macam-macam bentuk petitu diantaranya ad&lah:
a. Bentuk tunggal

Petitumdisebut berbentuk tunggal, apabila deskripsi yaregmyebut

satu persatu pokok tuntutan, tidak diikuti dengasusan deskripsi

petitum lain yang bersifat subsidePetitum tunggal tidak boleh

berbentuk kompositur ataex aequo et bonasaja, tetapi harus

berbentuk rincian satu persatu.

b. Bentuk alternatif

Petitumbentuk alternatif dapat diklasifikasi dalam duatb&nyaitu:

1) Petitum primair dan petitum subsidairsama-sama dirinci satu
persatu dengan rincian yang saling berbeda. Miaalpgda angka
1 dan 2petitum primair penggugat meminta agar dinyatakan
sebagai pemilik yang sah, dan menghukum tergugatikun
menyerahkan barang tersebut kepada penggugat yiéngi d
tuntutan ganti rugi. Sedangkan pada angka 1 dametRum
subsidairpenggugat meminta dinyatakan sebagai pemilik lgaran
dan meminta agar tergugat dihukum untuk membayagaha
barang.

2) Petitum primair dirinci, diikuti dengan petitum subsidair
berbentukkomposituratauex aequo et bondalam hal ini sifat

subsidernya tidak mutlak, hakim bebas mengambilrskl atau

2 bid, Hal. 63
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sebagian tuntutan primer dan mengesampingé@naequo et

bona

F. Alasan Tidak Diterimanya Gugatan (Niet Onvankelij Verklanard)

Setelah penggugat membuat gugatan dan diserahkagergadilan
maka pengadilan berkewajiban memeriksa surat gogaétasebut bisa
diterima atau tidak. Adapun alasan-alasan Pengadikengambil keputusan
menyatakan suatu gugatan tidak dapat diteridiat (Onvankelij Verklanad
adalah sebagai beriktf:

1. Gugatan tidak berdasarkan hukum

Gugatan yang dibuat oleh penggugat adalah tidatabarkan
pada hukum. Hal ini biasanya terjadi pdegal standinggugatan, atau
gugatan tersebut tidak ditanda tangani atau capgenen dilegalisasi
oleh pejabat yang berwenang.

Penyebab lain adalah masalah yang dipersengketadalah
sudah terjadi sangat lampau dan sudah terselesgizdaluwarsa), atau
masalah itu belum terjadi tapi dipersengketalnerhature.

2. Gugatarerror in persona

Gugatan yang salah orang atau terjadi kesalahaamdal

menyebut para pihak bisa menyebabkan gugatan didekma. Hal-hal

yang menyebabkagrror in personadiantaranya adalah:

28 hid, hal. 811.
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a. Kesalahan penggugat dalam menuliskan identitas jpiaigk seperti

nama lengkap dan alamat tempat tinggal para pihak.

b. Kesalahan penggugat dalam menyeret pihak lain Sepeangnya

menyebut para pihak dalam masalah waris.

Gugatarobscuur libel

Gugatan yang tidak jelas atau tidak tera@pgcuur Libel
berakibat tidak diterimanya gugatan. Kekaburan wsustigatan atau
ketidak jelasan suatu gugatan dapat ditentukanabarkan hal-hal
sebagai berikut :

a. Posita Fundamentum Petenditidak menjelaskan dasar hukum
(Rechtgrongl dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasa
hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian athaliknya.

b. Tidak jelas objekyang disengketakan, seperti tidak menyebut letak
lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya d@u tidak
ditemukan objek sengketa

c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang maasing
berdiri sendiri.

d. Terdapat saling pertentangan anfawaitadengarpetitum

e. Petitumtidak terinci, tapi hanya berupa kompositur agauaequo et

bono
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4. Gugatan tidak sesuai kompetensi absolut dan relatif
penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan saag
dan tidak sesuai dengan kompetensi absolute dativeelHal ini diatur
dalam Pasal 118 HIR.
5. Gugatamebis in idem
Gugatan yang diajukan adalah sama dengan gugatan
sebelumnya dan perkaranya itu sudah diputus. Makgtgn tersebut
tidak dapat diajukan kembali. Dan pengadilan wajienolak atau
menganggap gugatan tidak dapat diterima.
Apabila gugatan tersebut tidak dapat diterinidie( Onvankelij
Verklanarg maka pengadilan berkewajiban memutuskan bahw&arzer
tersebut tidak dapat diterima atau pengadilan tidetwenang untuk

mengadili.



